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Menimbang : a.

b.

BI'PATI UOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAII

PERATT'RAJY BI'PATI MOROWALI
NOMOR 2q TAHUII 2()16

TEIfTAITG

PEI|ATAAN DAIT PEUBII|AAIT PASAR TRADISIOIIAL,

PUSAT PERBEL,IINJAAIT DAN TOKO MODERIT

DENGAN RAHMAT TI'HAN YAI{G MAIIA ESA

BUPATI UOROIIALI,

bahwa dengan semakin berkembangnva usaha
perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah,
usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar,
mai(a pasar i.-racirsronar periu olocroayai(an agar ciapaL
tumbuh berkembang serasi, saling memerlukan, saling
memoerkuat serta saling menguntungkan:
bahwa dalam usaha membina pengembangan industri
dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi
barang periu cirbeni<an pecioman ba$ penyeienggaraan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,
menvangkut norrna-norrna keadilan, saling
menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan
antara pemasok barang dengan toko modern serta
p€rrBcrrriJalrB,iirr kcrruilaitrr derrgi i usaira kccri scirirrgga
tercipta tertib persaingan dan keseimbangan
keoentingan produsen. pemasok toko modern dan
konsumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
cilmai<suo ciaiarn hurui a, cian nurui il periu menei-apkem

Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Tradisional. Pusat Perbelaliaan dan Toko modern.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
rerilnoungan Konsumen iirmbaran i\egara i<epubl*
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Neqara Republik Indonesia Nomor 382111

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowa-li

dan Kabuptllen ljangtat Kepuiauan (i,cmbaran itegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

Mengingat:



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39001
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 1l Tahun 2O0O tentang Perubahan Undang-
ijnciang irlomor 5i Tahun i999 renrang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Neqara Republik
Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );

.j. Uriciajrg-urrda.rrg i\orrror 26 i itirurr 2W2 lcrrLarlt
Bangunan Gedung (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
rvrlKfo, Aecu ivrenengan llemoa.r€rn l\egara r<epuour<

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(ijmbaran r{egara i<epubirk incionesra i ahun 2U i i
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
r-l^-^^:^ r\r^-^- tro221.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Talrrbahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
--:-_]:..:-::-:-_-_-:--::.-_-:-::_:--_.,--Lclin-r rllLllJilll lJr r,Jcr aPd, tl.alll lE;l illtttll ugtrEi,.rt vtlLtiarrB-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undane-Undane Nomor 23 Tahun 2014 tentans
Pemerintahan Daerah ( l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran
:.i......... =: . . . , ,'i .' ',', , ; , , , ':. . , . . ., ; -.:.. - -... - _:-: _:._..
.l r r-Eo,r o. r\\-P q r,rur! r,rr\lvrl\,olq, r t vr.rr,r-,r rr\r, 7 r t

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan( lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

6. i'eraLurar femermlair i\omor Jz i ai1un i vv6 [eni-irnts

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ( l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46.
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
37431;

y. Feraturan Presicien Repubili( incionesta iiomor i LZ

Tahun 2O08 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional. Pusat Perbelan-iaan dan Toko Modern.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
iiukurn Ua€rttir ibel ii-a rrcB,ata iicl.ru'Oiik ilttiorrcsia
Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturaa Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun
2015 tentang Bangunan Gedung (t embaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2O15 Nomor 010, Tambahan
Lemoaran iiaera.n iiaoupaten ivioruwair Nomor Uzuzi.

!



MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAIT BUPA?I TENTAITG PENATAAIY DA.IT
PEMBTITAAIY PASAR TRAI'ISIOIIAL, PUSAT
PERBEI..AII'JAAII- DAII- TOKO IIiODERIT-

BAB I
I(ETEIfTUAIT I'UI'U

Pasel 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Morowali.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Perindustrian

!(a-hr rPa-teo Moror.ra. !i
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih

dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar
i-i .i.-.i-i-i.i-i, irui LU.i.Unii, iliin:, ijiiirrii Luliii-na PUi ui:5iiii6ini iiiii.iirini
sebutan lainnya.

5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh
Pemerrnrah, Pemennrah Daerah, Swasra, Bacial Usaha iviriik l.iegara
dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta
dengan temgat usaha beruDa toko. kios. los dan tenda vang
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat
atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan
pr:-r:: j-r1 b:1i barrng d+ga:igg,:'i =:!a!-i 

..a'..y=: 
=3!:a':.'r:.6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu

atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun
:.....i-.-..--.': --...-.. .'t'-:--..': ,-.-,... --': : ,- .-. . - . , -, ': --..- ':-.--.--...1--. :-.,i.-,'!--. ----.,.!-.,- ,,:.-...rlvr rz,vrrLcl'r J a..rrE, uluar anr ^uya,\ra, yvrartq L..anra arau
dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang
berbentuk pertokoan.

t. 'loko acla-lah bangunan geciung ciengan fungsi usaha yang cligunakan
untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjua-l.

8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelavanan mandiri. meniual
berbagai jenis barang secara ecer€rn yang berbentuk minimarket,
supermarket, departemen store, hypemarket ataupun grosir.

9 Pe::ge!+la j.':,::lgr.:r l:lilrer.rket .'t4,a!r.,h F:13&..!, u:a!:: ;.'=.-s =e1.r.b-r-L:::kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan
manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang
.-._....-..:..... :... :.-.-..........

10. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang
kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kery'a
sama usaha.

ll.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau
badan usaha Derorangan vElng memenuhi kriteria usaha mikro.

12. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perseorangan ata badan usaha yang bukan
:nl:--:p:-!:l.:: :.::rJ: p::'-'.-e=-har1 at1- b-rl1:ry: clbl::g pe:'t-lsrhlan 3,t:g
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
1.-- l+..- :... ....,.:.,. :','-..::

13. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang
bui<an merupakan anak perusahaan atau bui<an cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar.



14. Usaha besar adalah usaha ekonomi oroduktif vang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
neqirl.le! r.nilit-r :,larycr-c ^r.rr ^!!,^-+^ rr-^L^ ..rrrlt-aotr rIcre.!!n^L! 

^ei-ry________ _D*_ i- ii- -- -.a.--. .

yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung

=:.1_.:_ :-_-.----_.. -.-- ..:...,. -:_--_-... . :rrraLrlJqrr Lr\.o,^ i.ijiSsLrliS aijis ijasii-i pi iiisip oi2.rriiE, iiiciiia.i ii.i^:i.ii,
mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar.

16. Syarat perciagangan acta.tah syarat-syarat ctalarn perJanJian kerjasama
antara pemasok dan toko modern / pengelola jaringan minimarket
yang berhubung_an dengan Demasokan Droduk-produk yang
diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.

17 .lzrn Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha Pusat
Per!:eb::; ar.:: C-r.- lzrl II:rIz T+kc nc4ee j'?.r:g :e13.-.1j!t11.?, 4i:i:1gk"t
IUP2T, IUPP dan IUTM adalah izin usaha dapat melaksanakan usaha
pengelolaan pasar tradion+flr".t p_"-rlelanjaan- dan toko modern yang
. ::, -. -! .:, :. . .. . . .:-': . :-. . .-. .,

18. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang
diciinican <ian berkeciuriukan atau meiakuican kegiatan ciaiam wiiayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui oerianiian. menvelenggarakan berbaeai keeiatan usaha
dalam bidang ekonomi.

19. Harga barang adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/
+t:..- -ols.-::! !:esl=r.1:+tr.l 1i:t".i.: l== pihLL di p:-or belslng!=.t*-,

20. Konsumen adalah setiap pemakai dan/ atau jasa baik untuk
kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

-i: 
=... 

..... ...:.'..:. . . . . . : . . - . : . . . - . . ': - . ':-..:':. ': 
- . . - . . . . : . . . ': -.......-..-. .:.':-.':. ': . . . . . . . . . : . . . :z1L. ucuo!16 o.\"torcLrr .\- Lra.lJ lJlrruo.' rJo.rI\ l..,\'r wLrJLru ura.\-rl,srr w uJ ',.rr'

baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku
usaha.

22. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan izin usaha
penqelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelan-iaan dan izin
usaha toko modern.

23. Jalan arteri merupakan jalan urnum yang berfungsi melayani
:::_:b.,r,t+l r.,r-!l'.-!-!'!'! 4-e::gg1 cirr 1..e1ah.r:al .larak ja,.r.h. Lece3at"n r!tn-
rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

24. JeJan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani
....,,':.. .:.... .,-,.,.= =.==....': .:..- - . --..,-:.,...: .:--.,..... . :. : . '=' :,.: ...,.., :,,,..:.dji6i1'iii-ij. P-raSuurPsr qqs yvraav46r eu! yvrJ4qr.lr J44r!
sedang kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

25. JaJan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat ciengan ciri perjaianan jarak ciekat, cian recepatan raLa-rala
rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

26. Jalan lingkungan meruDakan ialan umum vang berfungsi melavani
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat' dan
kecepatan rata-rata rendah.

BAB II
PENATAAIT PASAR TRADISIOIfAL

Pesaf 2
(11 Pendirian Pasar Tradisional waiib memenuhi ketentuan sebasai

berikut:
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat

L:ber-.4.2=.tt i":.1,i tr?4i:!+-:!. F.'.s+t P+r!:elr.:r; aal dr:l
dan

Tnl.n



Modern serta usaha kecil. termasuk kooerasi yang ada
diwilayah yang bersangkutan.

b. Menyediakan areal parkir.
.. !..t!e-;':4i=ka- fe-"!!ites ..':r:3 =--nja-:i:: ;=-r:r t:adi-.:ic:::1 -r.'=rl

bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

:. .':..-.... .::1..'.. _1_.... : . . . - - : . . - . . . - ': . . . . . : . . . . : . . . . . . . - . _ .ii ijapal uiiiiiiuniiii iji-;i iiasii-i i.i,ii.i_i iiuiJiisiiiiia aiii6.i'a puiiBciijia pasai'
tradisional dengan pihak lain

BAB III
PEI|ATAAN PUSAT PERBELIIITJAAN DAN I\OKO MODERN

Pasal 3
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan
pasar traciisionai, Usana Mii<ro Kecii Menengah (UMiiM) yang acia
diwilayah yang bersangkutan

b. Memoerhatikan iarak antara hy.oermarket dengan oasar tradisional
yang telah ada sebelumnya

c. Menyediakan areal parkir
d- l.r!e::;'edil!rr..l fisilitl-e ;'=:rg =:::r:l=ln pl'.-elt p?rbe!1!:i4a1 dl:: t+L:

modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang
nyarnan,

i-: -..... ...i'. ' ,....:.:. . . . : . . . . . . . : . . . . . . . . . . : : . . . - . : - - . . . - : ...-.:.. .-..-.. .':. '-. .-.-:

dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat
perbelanjaan dan/ atau toko modern dengan pihak lain.

P.sal 4

(1) Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko modern
selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi
masyarai(ar, i<eberaciaan pasar Lraorslonar oan usana mlKro, Kecli, oan
menengah (UMKM) yang berada diwilayah yang bersangkutan.

(21 Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan oasar
tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

:. St:..rLt-: p:r:dudu!: =3::-!'.:t r1t2 =:-:1h4rtl- drl pe-Cidikgt:::
b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c. Kepadatan penduduk;

: .i . . - - - : - . . : . . . . . . . ...:...:..:.!4. I Lr LLrurwLrrrarl Pllluuuu^t
e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
g. Ketahanan cian pertumbuhan pasar traciisiona.i sebagar sarana bagi

UMKM lokal;
h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum Yans sudah ada:
i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak hypemarket

dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
{31 Ar=.!!:e !:lldlei :+ !:.1 :!<+r'l+n! rl''r s:'a:'=,!'et '"e1:lgq!r:.la d!qaL:'.r4

pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga
independen yang berkomPeten.

('i; ,1,,:i.r;is..,. i-'ur...]isi i,usi1] ciil;.tii;rii sci::i5,ii:.uri:r.", iii;li;i.;uii i;-u- *v u-r (31

wajib mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

(51 Anaiisa konciisi sosrat ekonomi yarrg teiah mendapat
pengesahan/ rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

aii"a*at dasar pertimbangan untuk memberikan izin orinsip usaha'



{6) Badan/ L,embaga independen
melakukan kajian analisa
diwiiayah yang bersangkutan.

17\ rJaqi! ^!-!.liac 
rr..rr.rdisi qr:cia!

sebagaimana dimaksud
kondisi sosial ekonom

pada ayat (3)

I masyarakat

r.- a .:.r ra r.+ l,:a t celra rr= i:r: c rr 4

dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak
terpisahkan
. _ . . - , _ . . . : - . . , . . . - .

P\.r rl.l'\,lIlrrl.a.a1 .

dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat

a. lzirr pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko
modem selain minimarkeu atau

b. lzi:r usaha pasar traclisionai atau pusat perbeianjaan atau toko
modern selain minimarket.

(8) Toko modern vane terintesrasi denqan pusat perbelaniaan atau
bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

,ot ,n^L^ fr sehoryoirrrenr .litnnlrqrrr! n:rr{o rvnt (a! .lilrer.r rnlilror, -.rnhr!r
minimarket.

(lO)pendirian minimarket baik yang berdiri
--..- ..: ---. -! . - : . . - . : . . . . - . ,,:... .Lvr arrLvsr sot svar64r lJqeq! yvr vv1

memperhatikan:
a. kepadatan penduduk;
b. perkembangan pemurcman baru;
c. aksebilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. dukune.an 1 ketersediaan infrastmktur: dan

sendiri maupun yang
..,..::i.

e. keberadaan pasar tradisional dan warung/ toko diwilayah sekitar
yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.

II 1)pe::di-r.:: :::i-inr4:et :3b1gai=a::a di=llrsud p141 3:.r.1 {1Oi
diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya
sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.

BA.B ry

LOKASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAT{ DAI{ TOKO UODERN

BABV

IIF,IITRAATT UAAHA

Pasal 6

Passl 5

(1) Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jarinean jalan'

termasuk sistem jaringan jalan iokal atau jalan lingkungan pada

kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan

{pe--'.:::r}:::) 4id:h= Lcta'
(21 Hvoermarket dan pusat perbelanjaan hanya b91e-h 

- 
berlokasi pada

-' 
"i'"I;;;;;;J"; 

arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada

;;;r;;;;j.aira[ lo<a-l aiau iiiigi.ung,ari clida;ai.ii ki;r:i / pcrkoi:iaii.

(3) ;;;;;;ket, toko'-oa"ttt, "*ir"v"t' tidak boleh berlokasi pada

'"' ;;i;--j;;Lan .iaran linglungan- dan tidak boleh berada pada

k;;;"-i peialanan iingi<ungan di'iflam kotaTperkotaan' 
-

t+f itfi"it"*ttt toleh be-rloka"si Pada. setiap sistem jaringan jalan'

termasuk sistem jaring; -ialan linekungan pada kawasan pelayanan

i*gk""g^t (perumahan) didalam kota / perkotaan'

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib menyediakan tempat 
-usaha

;;il;;-;;'tkto kecii ian menengah dengan harga jual atau biava sewa



Paeal 7
(ll Kemitraan denean oola perdaeansan umum dapat dilakukan dalam

bentuk ke{asama pemasaran lokasi usaha atau penerimaan pasokan
dari pemasok kepada pusat perbelanjaan, toko modern yang dilakukan
::l::l telb-:1l:r.

(2) Ke{asama pemas€ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk;
a. rviLriiasai iiii-i r ijiir eiiE, iii iiiii.iii.si iJ iir'riii ji:.iiB \iiiiuiiiiilr iiiiiU Uiiicilias

ulang dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain
yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau

b. Memasarkan prociuk hasii UMKM meiaiui etaiase atau outiet cian
toko modern

(3) Penyediaan lokasi usaha sebasaimana dimaksud oada ayat {1)
dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kepada
UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat
Perhele'l. ic.o.n rlan Tnkn It,[o{er-r,

(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan
ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Passl 8

(11 Keriasama usaha dalam bentuk penerimaan Dasokan barane dari
pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling
menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

{2) Tck: r::=d::- =:-g'.'.t+=::L=- =a:=L=:: b.!.a:19 hasil pred-ksi r-I1tl.r{!l

nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar
yang ditetapkan toko modern.

t\-,, AwrJa.og'ura' r..ocl.rla ^r/uuua 
\rurr5a.rl Lvar, 1u\ruLr rr uq,Pq,L

dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial bempa penyediaan
tempat usaha, pembinaan/ pendidikan atau permodalan bentuk kerja
sama iain.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dibuat
dalam perianiian tertulis vans disepakati kedua belah pihak tanpa
tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban
masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PEMASOI(AN BARAITG I(EPAI,A I.'OKO MODERN

Pagal 9

Dalam rangka menciDtakan hubungan kerja sama vang berkeadilan'
saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan toko
modern, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dapat memfasilitasi
'Lqr+r..tinrrar-l lcr.nao,-'1-r icn trl-a ryr +rl,-r.:': iolc'r'rr .'n.l.r rl.lll iyr -tre':e lar.r3:.iic:"'

ke{a sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

vans sesuai dengan kemamouan usaha Mikro Kecil dan Menengah atau
yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui
ke4'a sama dalam rangka kemitraan.

BAB VN

PERIJII{AN

Pasal 10

(1) Untuk melakukan usaha pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
toko modern, wajib memiliki:



a. Iiin Usaha Peneelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar
Tradisional;

b. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan dan pusat
;-^:h:!r::io =:::

c. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, swalayan dan
toko serba ada.

2. iUliii i-rirLuli, iiiiiiiiri;:.i iiu. ri-ii.i i.iii iaiiii.i r Lzig,i i.iuiaii ui iisaiia i,uuii
menengah setempat.

3. Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
uupati meiaiui Dinas terkait.

Pa8aI 11

1. Ijin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.

2. DaiaIJI rangka pengawasan oarl pengenciairan wa.;rb ciaitar uiang seuap
5 (lima) tahun.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Baglan Kesatu
Tata Cata

Pa8d 12

(1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 1O berlaku hanya:
a. untuk 1 (satul lokasi usaha
b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama

(2) apabila terjadi perubahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat
perbel.'r::;ar:r 4aa t+k+ :::+rr.l-: pe:lgel+la,/pe:lr.::39,u:g j:.:..'r.b
perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.

Bagiaa Kodua

Persyarataa

Pasd 13

Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
(lUP2Tl,Ijin Usaha Pusat Perbelaljaan dan Ijin Usaha Toko Modern
ciengan meiarnpfkan :

a. KTP;
b. Akta Pendirian Perusahaan:
c. Rekomendasi Peruntukan Lahan;
d. Surat Ijin Prinsip Usaha dan/atau analisa Kondisi Sosial ekonomi

t11. s..,r? !--. k t 1.r2n= fe'!qh dis.qhker:
e. Surat Ijin Lokasi dan/ atau persetujuan prinsip membangun (PPM);
f. Surat ljin Mendirikan Bangunan.(IMB);
6. \rLii.iL ijii.r iciiiPsl i/ -diiai i\rii vi i'iiiii/ iii,iii-i .rLiiail iij.ii _\iirii6'5'Lidii (ii\ri,

h. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang
teiah disahkan oleh Dinas terkait yang membidangi;

r. Surat Pernyataan Pengeioiaan Llngkungan.



BAB IX
PEMBINAAI{ DAI{ PEITGAWASAIT

Pasal 14

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar
tradisional, Fusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

lz) Uaram rangKa Pemblnaan Pasar Jraorsronai, ijupau meiaiul ijlnas:
a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk

oemberdavaan oasar tradisional sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar
tr.disicr:a1:

c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi
pedagang pasar tradisi onal yang telah ada sebelum dilakukan
i ciiovasi aiai,i ;cioii,asi pasai Li aaiisii.liai;

d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,

uupati meiaiui Dinas mewajibkan:
a. Pusat Perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka

pemberdavaan pasar tradisionalt
b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk

sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 15

Dalam rangka pengawas€rn oleh Bupati melalui Dinas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14, maka pusat perbelanjaan dan toko modern
wajib memberikan data dan/ atau informasi penjualan sesuai ketentuan
D,-r 't i o r'rz- r rr 4atcar rralrc. ha{al-:.-l r' _ -' '_"c, - '_- _o- - -_ - -_ -__-_

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan toko modern
sebelum peraturan ini, dipersamakan dengan izin usaha Pusat
PerbeianJaan (iUPPi oan/atau izrn usana ioko iviociern (iU i ivi,
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Ql Izin penselolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunva
Peratran Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(3) !zi:'.l :er:ge!r!a?,!1 r.rnncy 4lqrrliL! P+,-.:" Trr.4i:i.c'"' a1 :ebe'!'.,r-=: !:::"!at.,-rl;'e
Peratran Bupati ini, dipersamakna dengan izin usaha Pengelolaan
Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Bupati ini.

,|

i i, i ira-cij i i.i.ifrot r vr eea<!rJ44r

dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun narnun
beium memiiiki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
oranggap teiah memenuhr persyaratan iokasr cian ciapat oibenxan izin
usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pcraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
rLauLrya.L\.lr rYrur t, w cua.

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Buneku
pada tanggal i il s" P't

BUPATI MOROWALI.

e"".bt* eotb

.,J

--€f\-

$. i(sbag llukum

Diundanekan di Bungku
pada tanggal tg 9P ?+o,\bo'{ ?'otv

SIIIRETARIS DAERAH
KABUPATEN MORO*-ALI,

UAIDHZUI{ ILWAN RIDITWAI{

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR
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